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Menimbang Kenaikan
Ambang Batas Parlemen

Ambang batas tinggi mendorong pemilin dan calon anggota legislatif memilih partai besar demi
peluang lolos. Akibainya. menggeser pilihan politik dari preferensi menjadi kalknlasi pragmatis.

bal Basyari dan
%@inn Cln'mugrahamo

enjelung pembshasan
M reviei Undang-Undang
Pemilu, waisna me-

ngetad pengaturas ambang bia-
Las parlemen (parliemeniary
thresholdy kembali mengen-
ka. Pengaturan ulang hars di-
lakukan karena Mabikamah
Ronstitusi meminta pemben-
ok undang undang merumuos
kan kembali dan menghitung
secara rasional besaran am
hang hatas parlemen untuk
pomilu mendatang.

Sehuagian partai politik (par-
poli di parlemen mengusulkan
kenaikan amhang hatas parle-
e dard angla 4 persen yang
herlaku suat ini. Sehagian lain-
nva mernilib mempertaban
kanmya di level 4 persen.

Di sisi lain, partad-partal po
Titik momparlemen dan partai
barn mendorong peniruna,
hahkan penghapusan ambang
batas parlemmen.

Partai Keadilan Sejahters
{PKS) adalah salah satu parpol
parlemen vang ingin memper-
tahankan ambang batas par
lemen 4 persen seperti yang
herlaku pada Per 2024,

Sekretaris Jenderal I'KS
Muhammad Kholid menyebut,
tanpa ambang hatas, parlemen
berisiko terfragmen sleh
terlalu bar partai sehingga
efektivitas kerja terganggu, Da
lam menentukan hesaranmya
harus mencar keseimbangan
keterwakilan parpol di parle-
men dan jumlab suarn vang
tidak terakomadasi akibat pe-
nerapan ambang batas,

“Semakin tinggi ambang ba-
Las parlemen, semakin besar
suarn (rakyat) tak terkonversi,”
jar Kholid dihubung da-
akarta, Selasa (24/2,2026),

lengkapan dewan (AKD).

Samt ini, DPH memiliki 20
ARD dengan rincian L3 komist
dan tujuh hedan. Jika satu
partad ingin meinilikd minimal
satu wakil di setiap AKTL di-
perbukan seluraugya 20 kur-
si. Dengan tolal 580 kursi
DPR kebutuban itu setara de-
ngan sekitar 345 persen: Se-
corn matematis, angka iba ne-
nunjukkan habwa ambang di
kisaran 3.5 persen sudah cu
kup untik menjamin keterwa-
kilan niinimal di seluiuh
struktur DPR.

Sementara itw, Partai Nas
dem telsh mengusiaikan ke-
naikan wnbang batas palenen
hing 7 persen. Ketus LTmum
Nasdem Surva Palob menilad,
pembatasan jumlah partai di
parlemen diperlukon untuk
mengoptimalkan kinerja de-
mokrasi.

Partai Golkar dan Parai 1e-
molrasi Indonesio Perjuangan
(P11-P) mengusulkan kenaik-
an di kisaran 5 persen. Selac
taris Jenderal Partai Golkar
Mubamuuad Sarmuji menye
hut kenaikan tipis dari angha 4
persen masih dapat diter ,
hahkan dapat dikombinasikan
dengan pembentukan ambang
hatas fraksi agar struktur frak-
si dil DPR lebib solid

Wakil Ketus Komisi [1 DIPH
dari Fraksi PDL-P Aria Bima
menilai, besaran ambang hatas
porlu mempertimbangkan
efektivitas kerja parlemen, 1e-
ngan 13 komisi dan berba
alat kelengkapan dewan
harus L partai dengan jum
Iah kursi terbatas dinilai ber-
potensi kewalaban membagi
PENUSASAN ANGEOLANYA.

Heh karena itu, B cende-
rung melihat angka di atas 5
persen lebih realistis diban
dingkan penurunan ambang

lalui pembahasan bersama da-
lam revisi U0 Pemili

Disproporsionalitas
Lain halnya partai nonpar-
lemen dun partai haru yang
justiu ingin ambang batas pag-
lemen diturunkan, bahkan di-
usulkan dihapus dan diganti
dengan ambang batss fraksi;
Sclaetaris Jenderal Partai
Persatuan Indonesia (Perindi)
Ferry Kurnia Rizkiyvansyah
mengingatkam, saat ini perso-
alan mendasar adalah mening
kst s disproporsionalitas ha-
sil pemiln. [a menyoroti be-
sarmyn suara vang tidak fer-
kenwersi menjadi kst dard
sekitar 13,5 juka pada Pemily
2019 menjadi 173 juta pada
Pemilu 200824, Dalam sistem
proporsional, angka it me
nunjukkan suars sah rakyat
yang tak terwakili di parlemen.
Perinca mendorong agr
ambang batas dikaji kembali
dengan memperhatikan karik-
ter sistean proporsional serta
alokasi kursi di setiap daerah
pemiliban. Terlebil, ada pu
tusan Mahkamah Konstitusi
(M) soal ambang batas par
Temen vang bersifat final dan
mengikat schingga pembahas-
an ambang batas tidak haleh
mengabaikan prinsip suprema-
si konstitusi dan mandat ke-
daulatan rakyat dalam pemilua,
Adapun pada tahun 2024,
lewat putusanmya, ME mieng-
hapus ketentuan ambang hatas
parlemen 4 persen su
nasional, Putusan itu d
Jears atas gugatan yang diaju-
kan Perkumpulan untuk 1%e-
milu dan Demokrast (Perlue-
dem) vang mer ketentuan
ambang batas tersebut telah
menvehabkan hilangnya suara
rakyat yang tidak terkonversi
Jadi kursi di PR,

mendorong penghapusan an-
bang hatias parfemen dan
menggantinya dengan ambang
batas fraksi. Dalam skema ini,
setiap partad yang memperolel
kursi ddi setiap duerah pemi-
lihan dopat masuk ke DPRL be-
rapa pun jumlahnya.

Naun, pembentukan fralsi
dihatasi dengzn ambang ter-
tentu, misaliya 10 persci atau
15 persen. Dengan demikian,
partai yang tidak memenahi
huitas tersehut harus berkoalisi
dengan parpol lain untuk
membentuk fraksi gabungan,

Partai besar diuntungkan

Anggota Dewan Pembing
Perludem, Titi Anggraini, me-
nyebuthkan, secara wmim par
ol hessar dlan purtai yang so-
dab mapan secara clektoral
merupakan kelompok vang pa-
ling diuntungkan jilka ambang
hatas dinaiklkan. Sebaliknys,
partal barw, partai kecil, atau
partal dengan basis isu terlen-
tu akan menghadapi risiko ga
gl mussuk parlemen.

Eelain itu, anbang batas
parlemen yang tingg juga da-
pat mendorong praktik stratoe-
aiv virting, vaknid pemilih me-
milih partai yang dianggap
aman lolos
timbang partai vang benar-be-
nar mencerminkan prefirensi-
nyie Dalam jangha p
ini dapat menggeser pil
paolitik dari ckspresi kel

nya, pemilih cende-
rung memilih parpol besar ka-
rena kemungkinan parta pi-
lihannya folos ke DPR sangat
hesar. Kegitu pula calon ang-
wota begislabif di tingkat DPR
Jugia akan mempertimbangkan
bergabung ke parpol ke-
cil karena peluang lolos am-

kan adalah menvempitiya sa-
luran representasi politik,. Hah-
kan, semakin tinggl ambang
huatas parlemen, semakin besar
Lemungkinan kelompok sosial.
politik, idealogis lertenty
Lchilangon akses representasi
formal di parlemen.

Jika dampak itu tidak di-
kelola dengan haik, kondisi ite
berpotensi mendorong konso
lickasi kebwatan palitik yang
hegomonik dan meimicn keti
alakpussan haru, Dalam jangka
panjang, hal itu dapat meme
ngarthi legitimasi hasil pemilu
dan kepercayaan publik terha
dlap institusi demobkrasi,

Kepala Departemen Politik
dlan Peruhahan Sosial Center
for Strategic and International
Studies (CS15) Arys Fermandes
ngatokon, partai-partad po
litik menengh dan besar se-
lalu menggalivkan isu ambang
hatas parlemen tinggi sems-
ta-mata demi mengurang
Fkompetitor memenangi pemi-
lu. Tetapi. ambang batas tdak
hiza dibiarkan terlalu fingg
dolam sistem multipartai vang
berlaku i Tndonesia,

"Kalaw terdaln tinggi. artinya
tichak semiua kekuatan politik
it bisa terwakili. Jika sampai
7 persen, kan, banyak partai
tidak lolos parlemen. Kalau
hanyak vang tidak olos, berarti
enggak sema kepentingan
terwakili. Artiny il pilihan
menjadi Hdak representatif,”
jelasny:
Arva menyarankan agar
pembuat andang-undang men-
cart titik lengab ambang batas
parlemen, Diharapkan ambang
batas ideal akan melahirkan
kemampuan pemerintah un-
ik menimpin (governability)
yang haik aligus pengmwas-
an vang apik dari jajaran le-
wisls
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